KABUPATEN WONOGSDEBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIERANG
KECAMATAN SELOMERTO
NOMOR : 143/01 /2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Menimbang

. Mengingat

DESA KEFADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEPALA DESA KALIERANG,
bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa,
Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuarigan Desa
melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf
a, meks perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42}
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran Negara Repuhblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara FRepublik [ndonesia Nomor 2587
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Dess
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539
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Nomor 5T 17);
Peraturan Pemnerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tshun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 357, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Desa {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomeor 2091);

. Peramran Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesis Tahun 2014 Nomor
2094):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Rebuplik Indoensia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Pengeunaan Dana
Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960):
Peraturan Mentenn Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PME.07/2022
Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
MNomor 1205);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506):

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor | Tahun 2016 Tentang
Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016
Momor 1, Tambahan Lembaran Daersh Kabupaten Wonosobe MNomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Perawran daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 3 Tahun 2018 Temang Perubahan Atas Permuran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor | Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3. Tambahan Lembarzn
Daerah Kabupaten Wonosabo Nomer 33

Peraturan Daeran Kabupaten Wonosobe Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerzh Kabupaten Wonosobo Nomor &) sebagsimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016
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Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

Peraturan Daerzh Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tabun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah Kabupaten Wonosobe Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor
18) ;

. Pergturan Bupati Wonosabo Nomor &4 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Penyusunan Peratran di Desa (Berita Daergh Kabupsten Wonosobo Tahun
2013 Nomor 64);

Peratueran Bupati Wonosobo Nemor 14 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desg di Kabupaten
Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 175
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang  Pedoman
Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2015 Nomor 74):

Peraturan Bupati Wenosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolann Keuangan Desa {Berita Daesrah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
MNomor 48);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diana Transfer ke Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2022 Nomaor 97);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor %8 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran
Dana Transfer ke Desa Tahun 2023 | Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2022 Nomor 98);

Peraturan Desa Kalierang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengsh Desa (RPIMDes) Kalierang Tshun 2019-2024 (Lembaran
Desa Kalierang Tahun 2015 Nomor 03}

Peraturan Desa Kalierang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes) Kalierang Tahun 2023 (Lembaran Desa Kalierang
Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Desa Kalierang Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) Kalierang Tahun 2023 (Lembaran Desa Kalierang
Tahun 2022 Nomor 05].
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MEMUTUSKAN :

: Menetapkan Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Pengelolasn

Keuangan Desa dengan susunan sebapaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

: Kewenangan Pemegang Kekuasasn Pengelolaan Keuasngan Desa

sebagaimana dimaksud Dikium KESATL sebagai berilout

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
c. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APB Desa;

menctapkan PPED;

menyetwjui DPA, DPPA, dan DPAL:

menyetiyjui RAK Desa; dan

menyetujui SFF.
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Pemegang Kekuasaan Pengelolasn Kevangan Desa sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU melimpahkan sebagian kekuasaan
kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM KESATU.

Kekuasaan yang dilimpahlcan oleh Pemegang Keluasaan Penpelolaan
Keuangan Desa tercantum pada wuraian tugas para Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa.

: Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

mempunyai tugas |

a, mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB
Desas

b. mengeordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan
rancangan perubahan APE Desa;

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang
AFE Desa, perubahan APH Desa, dan pertangpungjawaban
pelaksanaan APB Desa;

d. mengoordinasikan penyusunan rancangasn peraturan kepala Desa
tentang Penjabaran APE Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain vang menjalankan
tugas PPKD; dan

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanasn APB Desa.

melakulkan verifikasi terhadap DPA, DFPA, dan DPAL;

melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

melakukan wverifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan

pengeluaran APB Desa.
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. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

mMempunyai tugas:

.
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melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

menyusun DPA, DFPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
menandatangan perjanjian kerja sama dengan penyedia atas
pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada Elﬂ.lEIﬂ bidang
tugasnyva; dan

menyusun laporan pelaksanasn kegiatan sesuai bidang tugasnya
untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APE Desa.

+ Raur keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU

mempunyai tugas:

.

b,

menyusun RAK Desa; dan

melakukan penatausahaan vang meliputi menerima menyimpan,
menyvetorkan / membayvar, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan
pengeluaran dalam rangka pelaksansan APB Desa.

¢ Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannva Keputusan ini

dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2023

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tenggal 2 Januar 2023,

Ditetapkan di  Kalierang




Lampiran : HKeputusan Kepala Desa

Nomor ;14370172023
Tangegal : 2 Januan 2023

DAFTAR NAMA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO. NAMA JABATAN ~JABATAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
1 | Hj.SRI HARTINI | Kepala Desa Pemegang Kekuasaan
2 | WAKIJAN Selcretaris Desa | Koordinator
3 | PUJI RAHAYU Kaur Keuangan | Bendahara
4 | BANTOSO Kasi Pelaksana Kegiatan dan Anggaran
Kesejahteraan | 1. Kegiatan Bidang Pelaksanaan

dan Pelavanan

Pembangunan desa

2. Kegiatan Bidang Penanggulangan
Bencana, Keadran Darurat dan
Mendesak Desa

3 | SUYANTO Kasi | Pelaksana Kegiatan dan Anggaran
Pemenntahan | 1. Kegiatan Bidang Penvelenggarsan
Pemerintahan Desa
& | MAHMUD Kaur Umum Pelaksana Kegiatan dan Anggaran
dan 1. Kegiatin Bidang Pembinaan
Perencanaan Kemasvarakatan Desa

2. Kegiatan Bidang Pemberdayaan
Masyarakatl Desa




